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WALIKOTA SEMARANG
PRVONSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 23
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan
kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kota Semarang maka diperlukan
penyederhanaan mekanisme pengajuan pengembalian
pembayaran PBB;.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan perlu
ditinjau kembali;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah ,
Djawa Barat , dan Daerah Istimewa Yogjakarta;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat I[I Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang, dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemugutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950 );

Peraturan Presiden Republin Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);




Menetapkan :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor
1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 1}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114 };

Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2011
tentang Tata Cara  Pengembalian  Kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 38);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 38
TAHUN 2011 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota
Semarang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 38), disisipkan 1 (satu) Pasal baru
yvakni Pasal 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 3 A

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diakibatkan kesalahan penetapan dan bersifat
masal, maka pengembalian kelebihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan
sebagai berikut :

a. Kelebihan pembayaran PBB dengan NJOP sampai
dengan Rp. 130.000.000,- (seratus Tiga Puluh
Juta Rupiah) dikembalikan melalui Restitusi pada
tahun berjalan tanpa permohonan.

b. Kelebihan pembayaran PBB dengan NJOP lebih
dari Rp. 130.000.000,-{seratus Tiga Puluh Juta
Rupiah) melalui Restitusi pada tahun berjalan
dengan permohonan sesuai ketentuan yang
berlaku;

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b oleh Wajib Pajak tidak dilakukan maka
kelebihan pembayaran akan dikompensasikan
terhadap obyek pajak yang berkenaan.

(3} Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Walikota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal = e o2
WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal -
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Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
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BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN '~ NOMOR




